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LATAR BELAKANG
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1. Mengurangi dwelling time di pelabuhan, khususnya jangka waktu untuk 
pre-customs clearance

2. Mempercepat waktu penyampaian Inward Manifest yang pada 
akhirnya mempercepat pengajuan pemberitahuan pabean impor

3. Memotong waktu perincian (pecah) pos manifes di Bandara
4. Menerapkan manajemen risiko dalam proses redress manifes, tidak 

setiap redress wajib persetujuan Kepala Kantor Pabean
5. Meletakkan tanggung jawab pengajuan dokumen pelaporan muatan 

barang kepada pihak yang benar-benar terkait dan bertanggung jawab
6. Mempercepat data untuk keperluan pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.04/2017 
MENCABUT PMK 39/PMK.04/2006 JO. 108/PMK.04/2006



HAL-HAL BARU
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Perluasan Definisi 
Pengaangkut: Operator 

SarKut, Pengangkut 
Kontraktual dan 

Penyelenggara Pos

Kewajiban Registrasi 
Kepabeanan, Kecuali 
Sarana Pengangkut 

yang Melalui 
Perbatasan Darat

24 Hour Advance 
Manifest System (Laut)

RKSP Menjadi Initial 
Manifest, JKSP 

Dihapuskan

Pengangkut Wajib 
Mengajukan RKSP 
dan/atau Manifes 

Sesuai Level Dokumen 
Pengangkutan

Kewajiban data NPWP 
consignee/shipper 

dalam Manifes, apabila 
wajib NPWP

Reward & Sanksi 
Layanan, tingkat 

kepatuhan Pengangkut 
dipublikasikan oleh 

Kantor Pabean

Manajemen Risiko 
Perubahan (Redress) 

Manifest

Pelayanan Transit 
dengan dokumen BC 

1.1

Penutupan Pos 
Manifest dilakukan 
secara elektronik



PENGANGKUT
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➢ Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier) adalah badan usaha 
jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain 
yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui 
transportasi darat, laut, dan udara dan mengkonsolidasikan muatan

➢ Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos
➢ Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugasi pemerintah 

untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan 
Pos Dunia (Universal Postal Union)

✓ Operator Sarana 
Pengangkut

✓ Kuasa Operator:
• Shipping Agent
• Ground Handling

✓ NVOCC
✓ Penyelenggara Pos

a. bertanggung jawab atas pengoperasian
Sarana Pengangkut yang mengangkut
barang dan/atau orang; dan/atau

b. berwenang melaksanakan kontrak 
pengangkutan dan menerbitkan dokumen 
pengangkutan barang sesuai peraturan 
perundangan di bidang perhubungan

Pengangkut adalah Orang atau kuasanya 
yang:



REGISTRASI AKSES KEPABEANAN
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PENGANGKUT

• Orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut: 
Operator Sarana Pengangkut (Kapal, Pesawat, Truk, Kereta, dll)

• Pengangkut  Kontraktual (NVOCC), Penyelenggara Pos

• Kuasa: Shipping Agent (laut) , Ground Handling (udara)

KEWAJIBAN REGISTRASI

• Pengangkut yang wajib mengajukan pemberitahuan pabean pengangkutan

• Dalam hal Pengangkut Kontraktual (NVOCC) belum teregistrasi, kewajiban 
menyerahkan manifesnya dilakukan oleh Operator sarana pengangkut

• Kewajiban registrasi termasuk pengangkut domestik yang wajib mengajukan 
pemberitahuan paben pengangkutan (misal: angkut lanjut)

• Jangka waktu maksimal teregistrasi 6 (enam) bulan setelah PMK berlaku

PENGECUALIAN REGISTRASI

• Sesuai dengan ketentuan registrasi (Sarana Pengangkut melalui darat)



1a

24 HR ADVANCE MANIFEST SYSTEM (LAUT)
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VESSEL 
OPERATOR

NVOCC / 
POS

RKSP (INITIAL 
MANIFEST) 

LEVEL MASTER

MANIFEST 
NVOCC / POS
LEVEL HOUSE

SKP

24 JAM PEMBONGKARAN

FINAL 
MANIFEST

FINAL 
MANIFEST

KEDATANGAN

SIAP 
BONGKAR

1b

2

3

SL SD

SL SD

SL: SANKSI 
LAYANAN

SD: SANKSI 
DENDA

SD

Elemen data dan 
kelompok barang di RKSP 

(Laut) sama dengan 
Inward Manifest saat ini



1a

INWARD MANIFEST (LAUT) WAKTU TEMPUH <24 JAM
DAN MANIFES UDARA
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VESSEL/PLANE 
OPERATOR

NVOCC / 
POS

RKSP (INITIAL 
MANIFEST) 

LEVEL MASTER

MANIFEST 
NVOCC / POS
LEVEL HOUSE

SKP

PEMBONGKARAN

FINAL 
MANIFEST

FINAL 
MANIFEST

KEDATANGAN

SIAP 
BONGKAR

1b

2

3

SD

SL SD

SL: SANKSI 
LAYANAN

SD: SANKSI 
DENDA

SD

Elemen data dan 
kelompok barang di RKSP 

sama dengan Inward 
Manifest saat ini



PERBEDAAN RKSP/MANIFES LAUT
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PMK 39/2006 RPMK MANIFES

VESSEL 
OPERATOR

RKSP
- 24 Jam/
- Sblm Dtg

VESSEL 
OPERATOR

NVOCC / 
POS

Data 
Entry 
HBL

Inward 
Manifes 

MBL + HBL

SKP

SKP

- Sebelum Bongkar
- 24 jam Stlh Datang

VESSEL 
OPERATOR

NVOCC / 
POS

RKSP/ Initial 
Manifes 

Data MBL

Inward 
Manifes 
Data HBL

- 24 jam Sebelum 
Datang/

- Saat Datang

SKP

Final Inward 
Manifes 

Data MBL+HBL

Inward Manifes 
(Waktu Datang)

- Sebelum 
Bongkar/

- 24 jam Stlh 
Datang



PERBEDAAN RKSP/MANIFES UDARA
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PMK 39/2006 RPMK MANIFES

AIRLINE

RKSP Sblm Dtg SKP

AIRLINE NVOCC / 
POS

RKSP/ Initial 
Manifes 

Data  MAWB

Inward 
Manifes 

Data HAWB

Sebelum Datang

SKP
Final Inward Manifes 
Data MAWB+HAWB

Inward Manifes 
(Waktu Datang)

- Sebelum 
Bongkar/

- 8 jam Stlh 
Datang

AIRLINE

NVOCC / 
POS

Data 
Entry 
HAWB

Inward 
Manifes 
MAWB

SKP

- Freight Forwarder dan 
Penyelenggara Pos

- Perincian/pecah Pos
- Setelah Nopen BC 1.1

- Sebelum 
Bongkar

- 8 jam Stlh 
Datang



PARAMETER PENGGABUNGAN
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Parameter Penggabungan:
1. Nama Sarana Pengangkut, nomor 

International Maritime Organization
(IMO) dalam hal Sarana Pengangkut 
diwajibkan terdaftar di International 
Maritime Organization (IMO), nomor 
Maritime Mobile Service Identity 
(MMSI), nomor registrasi, dan/atau 
tanda panggil (call sign);

2. Nomor pelayaran (voyage), nomor 
penerbangan (flight), dan/atau tanggal 
perkiraan tiba (berangkat)/Estimated 
Time Arrival (Departure);

3. Nomor Master Bill of Lading (B/L) atau 
Master Airway Bill (AWB); dan

4. Nama dan/atau Nomor Pokok Wajib 
Pajak penerima (consignee)/ 
Pengangkut Kontraktual/ 
Penyelenggara Pos.

Operator Sarana 
Pengangkut/ Kuasa Operator

• NPWP NVOCC (Freight Forwarder)

• NVOCC, teregistrasi atau tidak

• Jika tidak teregistrasi, Operator 
(Kuasa) yang wajib mengajukan 
House BL/AWB

NVOCC (Freight Forwarder)/ 
Penyelenggara Pos

• Identitas Sarana Pengangkut: No. 
IMO, No. MMSI, Call Sign, No. 
Voy/Flight, ETA/ETD

WAJIB DIKETAHUI PENGANGKUT 
TIDAK BOLEH SALAH!!
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INWARD MANIFEST (DARAT)

KEDATANGAN PEMBONGKARAN

BATAS 
PENYERAHAN 

MANIFES

SANKSI DENDA

➢ Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang
dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang
diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. (Pasal 7A ayat (3) UU Kepabeanan)

➢ Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan: c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana
pengangkut yang melalui darat. (Pasal 7A ayat (4) huruf c UU Kepabeanan)

➢ Manifes darat dapat memuat untuk lebih dari 1 sarana angkut
➢ Dalam hal sarana pengangkut darat lebih dari 1 dalam 1 manifes, manifes diserahkan

paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut pertama. (Usulan RPMK)



1a

OUTWARD MANIFEST LAUT & UDARA
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NVOCC / 
POS

MANIFEST 
OPERATOR 

LEVEL MASTER

MANIFEST 
NVOCC / POS
LEVEL HOUSE

SKP

KEBERANGKATAN

FINAL 
MANIFEST

FINAL 
OUTWARD 
MANIFEST

1b

2

SD: SANKSI 
DENDA

KEBERANGKATAN
referensi tanggal & jam keberangkatan

▪ Kewajiban Operator dan NVOCC/Pos mengajukan Outward Manifest sesuai dengan 
dokumen pengangkutannya paling lambat sebelum keberangkatan

▪ Pengenaan sanksi administrasi berupa denda untuk Pengangkut yang melakukan 
pelanggaran (Pasal 9A UU Kepabeanan)

VESSEL/PLANE 
OPERATOR



OUTWARD MANIFEST DARAT
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OPERATOR 
SARANA 

PENGANGKUT

SKP

KEBERANGKATAN

SD: SANKSI 
DENDA

➢ Data  Outward Manifest dari Airline mencakup level MAWB dan HAWB
➢ Data Outward Manifest dari Operator Sarana Pengangkut darat mencakup level Master 

dan House (apabila ada)
➢ Outward Manifest wajib disampaikan sebelum keberangkatan Sarana Pengangkut

1

OUTWARD 
MANIFEST



KEWAJIBAN PENGANGKUT
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No. PENGANGKUT KEWAJIBAN KETERANGAN BATAS WAKTU

1 Operator Sarana
Pengangkut
Kuasa Operator:
- Shipping 

Agent
- Ground 

Handling

a. RKSP ▪ Data Master BL/AWB
▪ Data lainnya

24 Jam (Sebelum 
Kedatangan)

b. Inward
Manifest

Data Waktu Kedatangan:
- Waktu aktual kedatangan
- Waktu perkiraan bongkar
- Waktu perkiraan muat

Sebelum 
pembongkaran

c. Outward 
Manifest

▪ Data Master BL/AWB
▪ Data waktu berangkat
▪ Data lainnya

Sebelum 
Keberangkatan

2 NVOCC (Freight 
Forwarder) / 
Penyelenggara 
Pos

a. Inward
Manifest

▪ Data House BL/AWB
▪ Data lainnya

24 Jam (Sebelum 
Kedatangan)

b. Outward 
Manifest

▪ Data House BL/AWB
▪ Data lainnya

Sebelum 
Keberangkatan

✓ Operator dapat mengajukan sendiri pemberitahuan pabean (apabila dapat memenuhi ketentuan untuk melakukan 
registrasi), atau memberikan kuasa kepada Kuasa Operator (Shipping Agent atau Ground Handling)

✓ Kuasa Operator atas kuasa dari Operator Sarana Pengangkut mengajukan RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest  
untuk dan atas nama Operator Sarana Pengangkut 



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NPWP
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NPWP NVOCC/PENYELENGGARA POS

• Sebagai shipper dalam Master BL/AWB di Outward Manifest

• Sebagai consignee dalam Master BL/AWB di Inward Manifest 

• Kewajiban berlaku saat 24 hr Advance Manifest System berlaku

• Sebagai salah satu elemen penggabungan Inward dan Outward Manifest

NPWP REAL CONSIGNEE

• Dalam hal wajib NPWP, nomor NPWP wajib dicantumkan dalam Inward Manifest 
yang diajukan oleh Pengangkut

• Berlaku secara bertahap untuk keperluan sosialisasi, paling cepat saat pemberlakuan 
24 hr Advance Manifest System, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK

NPWP REAL SHIPPER

• Dalam hal wajib NPWP, nomor NPWP wajib dicantumkan dalam Outward Manifest 
yang diajukan oleh Pengangkut

• Berlaku secara bertahap untuk keperluan sosialisasi, paling cepat saat pemberlakuan 
24 hr Advance Manifest System, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK



REWARD & SANKSI
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REWARD KEPATUHAN

Sebagai pertimbangan penyusunan Profil 
Pengangkut dalam manajemen risiko DJBC dan/atau 

nasional

Sebagai pertimbangan dan/atau persyaratan untuk 
memperoleh pelayanan khusus, fasilitas, dan/atau 

sertifikasi kepabeanan

SANKSI KETIDAKPATUHAN

Melanggar UU: Sanksi pidana dan/atau sanksi 
administrasi berupa denda sesuai dengan 

Undang-Undang Kepabeanan

Melanggar PMK 10x dalam 6 bulan: Sanksi layanan 
berupa tidak dilayani pengajuan RKSP dan/atau 

Inward Manifest berikutnya oleh Pengangkut

Pengangkut tidak dilayani 1 (satu) kali pengajuan RKSP atau Inward Manifest berikutnya untuk Sarana 
Pengangkut yang seharusnya diajukan  oleh Pengangkut

•Pengajuan untuk Sarana Pengangkut dimaksud dapat diajukan oleh Pengangkut yang lain selaku kuasa

• Setelah melaksanakan sanksi tersebut, Pengangkut memberitahukan kepada kepala Kantor Pabean 
untuk pencabutan sanksi layanan

•Dalam hal di wilayah tersebut tidak ada pengangkut lain yang beroperasi atau dapat bekerja sama, 
pemberitahuan  pabean dapat dilayani dengan  persetujuan kepala Kantor Pabean

Kepala Kantor Pabean mengumumkan tingkat kepatuhan Pengangkut secara 
periodik untuk diketahui oleh Pengguna Jasa (Importir, TPB, dll)



MANAJEMEN RISIKO REDRESS INWARD MANIFEST
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NO. PERBAIKAN MANIFEST PERSETUJUAN 
KA KPPBC

BATAS 
WAKTU

ATENSI

1 KESALAHAN JUMLAH KEMASAN/PETI 
KEMAS, JUMLAH BARANG CURAH

YA, SETELAH 
KEDATANGAN

CLEARANCE POTENSI DENDA

2 POS MANIFES YANG DIBATALKAN ATAU 
DITAMBAHKAN

YA, SETELAH 
KEDATANGAN

CLEARANCE POTENSI DENDA

3 PERUBAHAN REAL CONSIGNEE KE REAL 
CONSIGNEE

YA, SETELAH 
KEDATANGAN

CLEARANCE TRANSFER OF 
TITLE

4 NOMOR, MEREK, UKURAN, JENIS  
KEMASAN/PETI KEMAS

TIDAK CLEARANCE -

5 URAIAN BARANG, BERAT BARANG SELAIN 
BARANG CURAH

TIDAK CLEARANCE -

6 PENGGABUNGAN POS DENGAN DATA 
SAMA 

TIDAK CLEARANCE -

7 NAMA DAN ALAMAT CONSIGNEE (TANPA 
TRANSFER OF TITLE)

TIDAK CLEARANCE -

8 DATA LAINNYA TIDAK CLEARANCE -

❖ Dalam hal consignee merupakan AEO, MITA, atau importir risiko rendah, perubahan data 
dapat dilakukan setelah pengajuan PIB (Clearance)



MANAJEMEN RISIKO REDRESS OUTWARD MANIFEST
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NO. PERBAIKAN MANIFEST PERSETUJUAN 
KA KPPBC

BATAS 
WAKTU

ATENSI

1 KESALAHAN JUMLAH KEMASAN/PETI 
KEMAS, JUMLAH BARANG CURAH

YA, SETELAH 
BERANGKAT

3 HARI DENDA, FASILITAS, 
PERPAJAKAN

2 POS MANIFES YANG DIBATALKAN ATAU 
DITAMBAHKAN

YA, SETELAH 
BERANGKAT

3 HARI DENDA, FASILITAS, 
PERPAJAKAN

3 PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT 
SHIPPER & CONSIGNEE

YA, SETELAH 
BERANGKAT

30 HARI DENDA, FASILITAS, 
PERPAJAKAN

4 NOMOR, MEREK, UKURAN, JENIS  
KEMASAN/PETI KEMAS

TIDAK 30 HARI -

5 URAIAN BARANG, BERAT BARANG 
SELAIN BARANG CURAH

TIDAK 30 HARI -

6 PENGGABUNGAN POS DENGAN DATA 
SAMA 

TIDAK 30 HARI -

7 DATA LAINNYA TIDAK 30 HARI -

❖ Untuk kepentingan kelengkapan dan akurasi data, Kepala Kantor Pabean dapat 
memberikan pengecualian atas ketentuan batas waktu di atas



TRANSIT, CONTOH CIKARANG
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Final Destination / 
Place of Delivery: 

CIKARANG !!

INWARD 
MANIFEST
(BC 1.1)

OUTWARD 
MANIFEST
(BC 1.1)

KPUBC TG. PRIOK

INWARD 
MANIFEST
(BC 1.1)

CUSTOMS 
CLEARANCE
(BC 2.0, BC 
2.3, DLL)

KPPBC CIKARANG

CIKARANG, INDONESIA CIKARANG, INDONESIA CIKARANG, INDONESIA

CIKARANG

CIKARANG
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ANGKUT TERUS DAN ANGKUT LANJUT

TG. PRIOK
TG. 

PERAK
MAKAS-

SAR
PANTO-
LOAN

BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 2.0/2.3

KONTRAK PENGANGKUTAN, FINAL DESTINATION: PANTOLOAN

ANGKUT TERUS

•Barang tidak turun, diangkut
terus ke Tanjung Perak
dengan Sarkut yang sama

•Pemberitahuan pemasukan
BC 1.1 Inward

•Dokumen angkut terus BC
1.1 Outward

•Rekonsiliasi BC 1.1 Out dan
In, BC 1.1 Out disampaikan
ke Tanjung Perak

ANGKUT LANJUT

•Barang turun, diangkut
lanjut ke Makassar dengan
Sarkut berbeda

•Pemberitahuan pemasukan 
BC 1.1 Inward

•Pengeluaran ke domestik 
permohonan Pengangkut

•Dokumen angkut lanjut BC 
1.1 Outward

•Rekonsiliasi BC 1.1 Out dan 
In, BC 1.1 Out disampaikan 
ke Makassar

ANGKUT TERUS

•Barang tidak turun, diangkut
terus ke Pantoloan dengan
Sarkut yang sama

•Pemberitahuan pemasukan 
BC 1.1 Inward

•Dokumen angkut terus BC 
1.1 Outward

•Rekonsiliasi BC 1.1 Out dan 
In, BC 1.1 Out disampaikan 
ke Pantoloan

SAMPAI TUJUAN

•Barang turun, sampai di
Pantoloan

•Pemberitahuan pemasukan 
BC 1.1 Inward

•Dokumen pengeluaran dari 
Kawasan Pabean BC 2.0/2.3

•Rekonsiliasi BC 2.0/2.3 dan 
BC 1.1 Inward



RENCANA PENERAPAN RPDJ MANIFES
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No. Kantor Pabean Tanggal Berlaku

1 KPPBC TMP A JAKARTA 13 Desember 2017

2 KPPBC TMP B LAMPUNG 21 Maret 2018

3 KPPBC TMP B YOGYAKARTA 25 April 2018

4 KPPBC TMP MERAK 25 April 2018

5 KPPBC TMP TANJUNG EMAS 23 Mei 2018

6 KPPBC TMP B KUALANAMU 23 Mei 2018

7 KPPBC TMP BELAWAN 27 Juni 2018

8 KPPBC TMP JUANDA 27 Juni 2018

9 KPPBC TMP NGURAH RAI 08 Agustus 2018

10 KPPBC TMP TANJUNG PERAK 08 Agustus 2018

11 KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK 19 September 2018

12 KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA 19 September 2018

13 KANTOR PABEAN SELAIN 1 S.D. 12 24 Oktober 2018



APA YANG DILAKUKAN SETELAH INI??
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REGISTRASI KEPABEANAN: PENGANGKUT
Pihak-pihak:

Operator 
Sarana 

Pengangkut

Kuasa Operator 
(Shipping 

Agent/Ground 
Handling)

NVOCC (Freight 
Forwarder)

Penyelenggara 
Pos

http://registrasi.insw.go.id/Secara Online di



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
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